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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Rencana aksi ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sepanjang tahun 2025. Dokumen ini
merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, serta Indikator Kinerja Program yang
ditetapkan. Dengan demikian, rencana aksi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja
di lingkungan Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan dalam mewujudkan tata kelola
organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Rencana Aksi Tahun 2025 memuat sasaran, program, kegiatan, serta langkah-langkah
strategis yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian visi dan misi
Kementerian Kesehatan, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia kesehatan.
Diharapkan dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas,
meningkatkan koordinasi, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi atas kinerja yang
dicapai.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Aksi Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025 dapat diimplementasikan dengan
sebaik-baiknya dan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan di bidang
kesehatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kata Pengantar
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BAB I 
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

 Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan bagian
penting dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berperan strategis dalam
mendukung pencapaian program prioritas pembangunan kesehatan nasional. Sebagai
unit pendukung, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan bertugas menyelenggarakan layanan
administrasi, pengelolaan manajemen, serta koordinasi yang efektif guna memastikan
target organisasi tercapai secara optimal.

Memasuki tahun 2025, momentum transformasi sistem kesehatan nasional semakin
diperkuat sejalan dengan arah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan
2025–2029. Dokumen tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan, reformasi layanan, serta penguatan tata kelola organisasi yang transparan
dan akuntabel. Dalam konteks ini, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan berfungsi sebagai
penggerak utama yang memastikan kelancaran pelaksanaan tugas operasional melalui
berbagai kegiatan strategis.

Rencana Aksi ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kerja agar berjalan
selaras dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan transparansi. Penyusunannya juga
mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta kebijakan internal Kementerian Kesehatan.

Melalui dokumen ini, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan menetapkan tujuan untuk:

1.Mendukung pencapaian target program dan kegiatan sesuai prioritas Kementerian
Kesehatan;

2.Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, secara
efektif dan efisien;

3.Mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi dan manajemen yang
berorientasi pada hasil (result-oriented); dan

4.Menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja
dan dampak kegiatan.



Rencana Aksi Kegiatan ini disusun dengan tujuan utama sebagai berikut:
1.Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

Mengarahkan pelaksanaan program sesuai prioritas strategis, mencegah duplikasi
pekerjaan, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
2. Menjamin Keselarasan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan
Mendukung implementasi kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam
peningkatan kapasitas tenaga medis dan kesehatan, melalui layanan administrasi dan
operasional yang berkualitas.
3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dengan memastikan kegiatan berjalan
sesuai standar, penggunaan anggaran yang efisien, serta pelaporan hasil kerja secara
terbuka.
4. Mengoptimalkan Koordinasi dan Kolaborasi
Membangun sinergi antarunit di lingkungan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dalam
melaksanakan tugas bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi
Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur guna menilai capaian
kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secara cepat serta tepat.
6. Memberikan Dukungan Operasional dan Administrasi
Memastikan penyelenggaraan layanan manajemen, termasuk kearsipan, pengelolaan
SDM, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana, berjalan optimal dalam
mendukung pelaksanaan program utama Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.

b. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 bertujuan untuk menyediakan acuan
yang sistematis dan terarah dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Dokumen ini berperan sebagai
instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga seluruh
kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan memberikan kontribusi optimal
bagi pencapaian sasaran organisasi.

Berdasarkan landasan tersebut, Rencana Aksi kegiatan ini diharapkan mampu menjadi
acuan kerja yang sistematis bagi seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung
peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional.



Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025 diharapkan dapat
menjadi dokumen rujukan yang efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja, memastikan
penggunaan anggaran yang efisien dan mendukung terwujudnya tujuan strategis
Kementerian Kesehatan.

c. Landasan Penyusunan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian
Kesehatan;
Permenkes No. 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan atas perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).



No. Program/Kegiatan/Indikator Target

A
Program Dukungan Manajemen/ Dukungan Manajemen
Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan

1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 90,01

2 NIlai Kinerja Anggaran Ditjen Tenaga Kesehatan 80,1

BAB 2 
RENCANA AKSI KEGIATAN

Rencana aksi kegiatan program dukungan manajemen di kegiatan  Dukungan
Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan mengacu pada rencana kinerja tahunan
dan masih menunggu perubahan dokumen  Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
sehingga pada saat penyusunan rencana aksi ini masih mengacu pada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut  :

Program                 :   Dukungan Manajemen
Sasaran Program  :    Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
                                   pemberian   dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Kegiatan/Sasaran  :   Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga
                                   Kesehatan
Kegiatan                :   Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
                                   lainnya.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen pada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu :

Indikator kinerja kegiatan pada tabel diatas merupakan target yang sama dengan target
indikator 2024. Sesuai dengan Undang-undang 17 tahun 2007 tahun 2025 merupakan
tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Nasional (2005-
2025) yang mana acuan pembangunan jangka panjang nasional dijabarkan ke dalam
RPJM (5 tahunan) sehingga seluruh dokumen baik itu Rencana Kerja Pemerintah,
Renstra K/L dan Rencana Aksi Program/Kegiatan masih dalam tahap penyusunan
mengacu kepada arah kebijakan pemerintah tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun
pertama periode Indonesia emas di mana sampai dengan semester 1 masih dalam
proses penyusunan rencana strategi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dukungan
manajemen masih mengacu pada Dokumen Renstra tahun 2020-2024.



No. Indikator Target

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen SDMK 77

2. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDMK 92,35

3. Indeks Kualitas SDM Ditjen SDMK 81

4.
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah
tuntas ditindaklanjuti Ditjen SDMK

95

5. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Ditjen SDMK 3,95

Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
menjadi acuan dalam rencana aksi kegiatan tahun 2025-2029 dengan indikator
mandatory antara lain sebagai berikut:

Indikator kinerja kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan merupakan indikator mandatory pada Program Dukungan Manajemen sesuai
dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tanggal 8 Juli 2025 dan
Penyesuaian Indikator Mandatory dalam Program Dukungan  Manajemen terkait Indeks
Kualitas SDM dari Kepala Biro Organisasi dan SDM tanggal 7 Agustus 2025 perihal
Penyesuaian Indikator Mandatory dalam Program Dukungan Manajemen terkait Indeks
Kualitas SDM Unit Eselon 1.



Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029
di bulan Oktober tahun 2025, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen
perencanaan turunan agar selaras dengan kebijakan strategis terbaru. Sehubungan
dengan hal tersebut, dilakukan revisi pada dokumen Rencana Aksi Sekretariat
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025 dengan memuat penyesuaian arah
kebijakan, strategi, serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang bersifat mandatory
sebagaimana ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. 

Revisi ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan
strategis dan perencanaan tahunan, serta memperkuat peran Sekretariat sebagai
unsur pendukung manajemen Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Melalui
penyusunan revisi Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
Tahun 2025 pasca Renstra Kementerian Kesehatan 2025–2029, diharapkan
pelaksanaan dukungan manajemen dapat berjalan lebih terarah, terukur dan
akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan secara optimal. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa
IKK mandatory yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan pasca terbitnya
Renstra Kementerian Kesehatan.

Seluruh indikator kinerja kegiatan dicapai dengan berbagai strategi kegiatan yang
dilaksanakan oleh seluruh tim kerja di lingkungan Kantor Pusat Ditjen SDM
Kesehatan berikut seluruh satuan kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tergambarkan dalam pohon kinerja
sebagai berikut :



Dalam proses pencapaian target indikator kinerja kegiatan didukung oleh seluruh satuan
kerja (Satker). Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
sendiri target itu didukung oleh semua tim kerja yang terdiri dari kelompok jabatan
fungsional. Adapun output kegiatan terdapat pada tim kerja di Sekretariat Direktorat
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Masing-masing tim kerja memiliki target
output yang secara langsung mendukung target indikator kinerja kegiatan program
dukungan manajemen. 

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi
Direktorat Jenderal. Selain indikator kinerja utama tersebut terdapat juga penugasan
direktif pimpinan yang tertulis dalam perjanjian kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja baik di level eselon 1
maupun di level eselon 2. Penugasan direktif tersebut antara lain:

1.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan target 95%

2.Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan
target 96%.

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2025–2029, terdapat penyesuaian terhadap substansi dan fokus penugasan direktif
pimpinan agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas strategis terbaru.
Penyesuaian tersebut yaitu indikator penugasan direktif pimpinan berkurang
menjadi 1 indikator yakni Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber
Daya Manusia Kesehatan dengan target 96%.

Indikator dan penugasan direktif pimpinan tersebut memiliki target yang capaiannya
ditentukan oleh seluruh kinerja di lingkungan satuan kerja maupun di lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pelaksana kegiatan
dalam rencana aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia kesehatan
dilaksanakan oleh seluruh administrasi umum dan tim kerja di lingkungan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Karena pelaksanaan
anggaran kegiatan dari setiap output kegiatan yang ada di petunjuk operasional
kegiatan merupakan anggaran dukungan manajemen program di lingkungan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia kesehatan. Administrasi dan Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh seluruh Tim Kerja yang terdiri dari :

1.Perencanaan dan Anggaran Keuangan
2.Keuangan
3.Tata Kelola Badan Layanan Umum 
4.Barang Milik Negara
5.Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
6.Sumber Daya Manusia



7.Hukum
8.Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan Kerja Sama Luar Negeri
9.Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas 

10.Dukungan Manajemen

Adapun kegiatan/output tim kerja pada Set. Ditjen SDM Kesehatan mendukung
tercapainya target indikator kinerja tahun 2025 tersebut antara lain :

 Rincian output kegiatan dukungan manajemen program pada Kantor Pusat Ditjen SDM Kesehatan tahun 2025



Selama proses pelaksanaan kegiatan, terdapat penyesuaian terhadap target dan rincian
output sebagai bagian dari dinamika perencanaan dan kebijakan organisasi. Perubahan
target tersebut merupakan bentuk adaptasi agar pelaksanaan kegiatan tetap relevan,
terukur dan selaras dengan kebijakan terbaru. Dengan adanya penyesuaian target
rincian output ini, Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tetap berkomitmen
untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dukungan manajemen, meningkatkan
akuntabilitas kinerja, serta memastikan seluruh output kegiatan dapat memberikan
kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
Perubahan output dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



No. Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target

1

Meningkatnya
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan

90,01

Nilai Kinerja Penganggaran
Ditjen Nakes 

95

2
Penugasan Direktif
Pimpinan

Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang telah
tuntas ditindaklanjuti Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan

95

Persentase Realisasi Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan

96

Rencana Aksi  Tahun 2025

Perencanaan kinerja Set. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2025-2029 di
mana proses penyusunannya secara bottom up dari setiap masing-masing tim kerja di
lingkungan Set. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan
mempedomani peraturan dan ketentuan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi di
antaranya standar biaya masukan tahun 2025, Perpres 12 tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada
Perjanjian Kinerja Set. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2025 antara lain
sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan dan Penugasan Direktif Pimpinan Program
Dukungan Manajemen :

Adapun Defenisi Operasional dan Cara Perhitungan dari Indikator Kinerja Kegiatan
antara lain :

a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan terdiri dari RB General dan RB
Tematik

Definisi Operasional : hasil penilaian Tim Monev RB Kementerian Kesehatan terhadap
capaian target indikator yang menjadi tanggung jawab unit kerja. 
Cara perhitungan : dilakukan dengan melihat hasil penilaian penjaminan kualitas oleh
Tim Monev Kemenkes berdasarkan penilaian mandiri atas capaian target indikator yang
menjadi tanggung jawab unit kerja.



Target indikator Reformasi Birokrasi dilaksanakan baik pada kantor pusat maupun kantor
daerah. Tahun 2025 terdapat perubahan target indikator RB sesuai Perubahan Target
Reformasi Birokrasi Kemenkes sesuai surat dari Biro OSDM Kemenkes tanggal 22
agustus 2025 nomor : OT.04.01/A.IV/25688/2025 dimana penilaiannya menjadi general
Tematik dengan target 90,01 untuk level Kementerian Kesehatan seperti tabel berikut :

b.  Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen Nakes yaitu besarnya nilai kinerja

Penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja dengan menggunakan aplikasi SMART
Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari aspek implementasi, aspek manfaat, aspek
konteks. Nilai kinerja Anggaran (NKA) ini dihitung secara otomatis oleh aplikasi SMART DJA atas
hasil input/entri data oleh setiap satuan kerja.
Cara perhitungan: Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai agregat dari nilai aspek
implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian
(RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian
Keuangan.

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Semula

Target 
Menjadi

1
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan

98 90,01

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Semula

Target 
Menjadi

1
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

Nilai Kinerja Anggaran
Ditjen Nakes 

95 80,1

Tahun 2025 terjadi perubahan organisasi dan tata kelola pada lingkungan Ditjen SDM
Kesehatan yang berdampak pada nomenklatur struktur penganggaran. Semula dengan
kode satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Terkait perubahan tersebut juga
berdampak pada kode kegiatan lama dan kode kegiatan baru. Hanya saja dalam
pelaksanaannya karena sudah berjalannya tahun anggaran sehingga masih
menggunakan anggaran dengan kode kegiatan yang lama sampai dengan munculnya
kegiatan baru. 

Perubahan nomenklatur ini resmi dilakukan di bulan Mei tahun 2025. Semula dengan
kode satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dengan perubahan
tersebut, ruang lingkup pengelolaan tidak hanya mencakup aspek tenaga kesehatan,
tetapi juga mencerminkan pendekatan yang lebih luas terhadap perencanaan,
pemenuhan, pendayagunaan, serta peningkatan kompetensi seluruh SDM kesehatan. 



Oleh karena itu, dalam dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja tahun 2025,
termasuk Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi, dilakukan penyesuaian nomenklatur
sesuai dengan ketentuan terbaru, tanpa mengubah substansi komitmen kinerja dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–
2029 (PMK no. 12 Tahun 2025) serta adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas
organisasi, diperlukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan ini
dilakukan untuk memastikan keselarasan antara indikator dan target kinerja dengan arah
kebijakan terbaru, termasuk penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
mandatory yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Direktif Pimpinan (IKD) dan update
rincian output. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terbit di tanggal 23 Desember 2025
dengan penyesuaian IKK & IKD sebagai berikut:



Adapun Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Kegiatan Mandatory di atas
antara lain :

1.Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Unit Eselon I adalah hasil penilaian kepuasan
pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di Unit
Eselon I yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden
terpilih dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada
Permenpan–RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait
Permenpan-RB tersebut. 

      Cara perhitungan: Nilai indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh dengan cara
      menghitung hasil survei berdasarkan 9 unsur layanan.

2.Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I adalah Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit
Eselon I diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev
Kementerian Keuangan, yang terdiri dari: 

    
     
      

Cara perhitungan: 50% Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri
75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggara
(sesuai dengan perhitungan).

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas: 
a) Revisi DIPA; 
b) Deviasi Halaman III DIPA; 
c) Penyerapan Anggaran; 
d) Belanja Kontraktual; 
e) Penyelesaian Tagihan; 
f) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); 
g) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan 
h) Capaian Output. 
*Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level Unit Eselon I

a. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan
agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan agregasi capaian RO
dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: 
a) Capaian Output;
b) Penggunaan SBK;  
c) Efisiensi SBK. 



3.Indeks Kualitas SDM Unit Eselon I adalah pelaksanaan manajemen ASN secara
transparan, akuntabel, efektif dan efisien yang didasarkan pada prinsip meritokrasi
untuk menghasilkan ASN yang berintegritas dan profesional dengan
memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. 

    Cara perhitungan: total penjumlahan dari nilai penerapan sub aspek sistem 
    merit yang dilaksanakan oleh Unit Eselon I dibagi dengan nilai maksimal sub aspek
    sistem merit yang dilaksanakan dikalikan 100.

4.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
Unit Eselon I adalah Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit
Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan
lengkap. 

    Cara perhitungan : Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yangditindaklanjuti
     Unit Eselon I pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap
     dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Unit Eselon I dikali 100.

5.Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Eselon I adalah Nilai maturitas manajemen
risiko Unit Eselon I dari hasil penilaian APIP Kemenkes yang mengacu pada
Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

    Cara perhitungan: Hasil penilaian maturitas manajemen risiko Unit Eselon I di tahun
    berjalan dengan kategori yaitu: Naive: ≤1 Aware: 1,01 – 2,00 Define: 2,01 – 3,00
    Manage: 3,01 – 4,00 Enable: 4,01 – 5,00.



Sumber: DIPA Awal Nomor : SP DIPA- 024.12.1.630870/2025 tanggal 02 Desember 2024

Seiring dengan dinamika kebijakan organisasi, penugasan direktif pimpinan, serta
penyesuaian pasca terbitnya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–
2029, terdapat update terhadap beberapa aktivitas dan rincian kegiatan dukungan
manajemen yang diperlukan untuk mendukung prioritas program Direktorat Jenderal
SDM Kesehatan. Dengan adanya penyesuaian aktivitas ini, Sekretariat Direktorat
Jenderal SDM Kesehatan diharapkan dapat terus memberikan dukungan optimal
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan teknis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
secara menyeluruh. Aktivitas terbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Sedangkan aktivitas/kegiatan dukungan manajemen program dan pelaksanaan teknis
lainnya dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber: DIPA Revisi tahun 2025



Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada rencana kinerja
kegiatan DIPA Kantor Pusat Ditjen Nakes tahun 2025, dengan melaksanakan kegiatan
pada setiap tim kerja baik pada tim kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya
Manusia kesehatan maupun unit kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber
Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan pada setiap Kriteria Rincian Output berikut anggaran
sampai dengan Desember 2025 antara lain sebagai berikut:





Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029,
diperlukan penyesuaian dan pembaruan terhadap beberapa kegiatan pada masing-
masing KRO. Tak terkecuali pada nomenklatur kegiatan yang semula tertulis Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Update
kegiatan tersebut mencakup penyesuaian ruang lingkup pelaksanaan, penguatan
aktivitas dukungan manajemen, serta integrasi penugasan teknis yang muncul dalam
rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal SDM Kesehatan.
Penyesuaian dilakukan tanpa mengubah komitmen terhadap pencapaian Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) mandatory yang telah ditetapkan. Update kegiatan terbaru dapat
dilihat pada tabel berikut:









Seluruh kegiatan dukungan manajemen pada sekretariat direktorat jenderal sumber daya
manusia kesehatan mendukung pencapaian target indikator kinerja kegiatan yang
mengalami perubahan paska terbit Renstra Kemenkes 2025-2029 dimana masing-
masing Indikator memiliki output (RO) kunci secara langsung mendukung IKK. Adapun
output kegiatan yang menjadi RO kunci sesuai dengan dokumen Renstra Kemenkes
sebagai berikut:

Sumber data PMK 12 tahun 2025 ttg Renstra Kemenkes 2025-2029



 BAB III 
PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran biasanya merupakan dokumen yang
memuat langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengelola dan melaksanakan
anggaran dengan efisien dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah umum yang
biasanya dimasukkan dalam rencana aksi tersebut:

a. Identifikasi Sumber Daya: Tinjau anggaran secara menyeluruh dan identifikasi
sumber daya yang tersedia, termasuk dana, personel dan infrastruktur yang
diperlukan.

b.Penetapan Tujuan: Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang
ingin dicapai dengan menggunakan anggaran tersebut. Tujuan harus spesifik,
terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatasan waktu (SMART).

c.Penetapan Prioritas: Tentukan kebutuhan yang paling mendesak dan penting
yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.

d.Pengalokasian Dana: Tentukan alokasi dana untuk setiap kegiatan atau proyek
yang direncanakan. Pastikan alokasi tersebut sesuai dengan tujuan dan prioritas
yang telah ditetapkan.

e.Penetapan Jadwal: Buat jadwal pelaksanaan untuk setiap kegiatan atau proyek
yang termasuk dalam anggaran. Pastikan jadwal tersebut realistis dan
memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang ada.

f.Pemantauan dan Evaluasi: Tetapkan metode pemantauan dan evaluasi untuk
mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal dan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.

g.Komunikasi dan Pelaporan: Tetapkan mekanisme komunikasi dan pelaporan
yang jelas untuk melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan anggaran kepada
pihak terkait, seperti pimpinan, pemangku kepentingan dan publik.

h.Penyesuaian dan Perbaikan: Siapkan strategi untuk menangani perubahan atau
masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan anggaran. Lakukan evaluasi
berkala dan siap untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai
kebutuhan.

i.Seluruh pencapaian target indikator kinerja merujuk pada cara perhitungan
sesuai dokumen rencana strategis kementerian kesehatan.

Setiap langkah dalam rencana aksi tersebut harus didukung oleh analisis yang cermat
dan konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan
anggaran.



LAMPIRAN

Lampiran 1. PK Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan
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Revisi PK pasca Renstra 2025-2029







Sumber aplikasi sakti yagn dapat di download secara rill time




















